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TINJAUAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 
A. Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum serta nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.[footnoteRef:1] Penegakan hukum dalam arti luas yaitu proses yang melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap orang yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Sedangkan penegakan hukum dalam arti sempit dilihat dari segi subjeknya hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. [1:  T.Subarsyah Sumadikara, Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal, (Bandung: Kencana Utama, 2010), 1-2.] 

Pengertian penegakan hukum  dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Pengertian penegakan hukum juga mencakup makna luas dan sempit. Penegakan hukum dalam arti luas yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. 
Penegakan hukum terhadap PT Semen, apabila dilihat dari sudut subjek dan objeknya termasuk ke dalam pengertian hukum dalam arti luas. Karena di dalamnya menyangkut berbagai segi penegakan hukum, yaitu hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana.[footnoteRef:2] [2:  Sodikin, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 25 No. 2, (Agustus 2023): 549, diakses 10 April 2022, http://dx.doi.org/ 10.24815/kanun.v25i2.32340] 

Penegakan hukum lingkungan administrasi merupakan upaya pemenuhan peraturan atau bersifat preventif, sedangkan penegakan hukum lingkungan pidana dan perdata merupakan upaya pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan atau bersifat represif.[footnoteRef:3] Hukum Lingkungan Administrasi memberikan sanksi yang bersifat reparatoir yaitu pemulihan kembali pada keadaan semula dengan sasaran penetapannya ditunjukkan pada perbuatan dan dilakukan secara langsung oleh pemerintah tanpa melalui peradilan.[footnoteRef:4] Pada pasal 76 ayat (2) telah tercantum bahwa pemberian sanksi berupa Teguran tertulis, paksaan Pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, ataupun Pencabutan izin lingkungan.[footnoteRef:5] [3:  Harahap Z, “Penegakan Hukum Lingkungan Menurut UUPLH”, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 11 No. 27, (Juni 2016): 8, diakses 10 Juni 2022, https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss27.art2]  [4:  Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 302.]  [5:  Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 76 ayat (2)] 

Penegakan dalam Hukum Lingkungan Perdata yang bersifat privat, perkara dapat diselesaikan melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan.[footnoteRef:6] Penyelesaian melalui pengadilan dituntut adanya bentuk pertanggungjawaban yang diterapkan berupa ganti rugi dan tindakan tertentu untuk memulihkan kondisi lingkungan atau disebut tanggungjawab mutlak, seperti yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berbunyi: “Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugikan pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.[footnoteRef:7] [6: Rika Lestari, “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pegadilan Di Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4 No. 2, (September 2013): 218, diakses 21 April 2022, http://dx.doi.org/10.30652/jih.v3i2.1819 ]  [7:  Sri Sufiyati dan Munsyarif Abdul Chalim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup, 170] 

Terakhir adalah Penegakan Hukum Lingkungan Pidana yang bertujuan memberikan efek jera terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam hukum lingkungan, melalui hukuman badan atau denda kepada individu maupun korporasi atau badan hukum yang usahanya mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.[footnoteRef:8] Maka dapat ditetapkan ketentuan pidana secara umum diatur dalam pasal 97 sampai pasal 120. Pada pasal 98, 99, dan 112 mengandung rumusan delik materiel yaitu yang dilarang akibat dari perbuatan, sedangkan pada pasal 100-111 dan 113-115 mengandung rumusan delik formal yaitu yang dilarang adalah perbuatannya.[footnoteRef:9] Selain itu pada Pasal 116-120 mengandung rumusan Delik korporasi, dimana korporasi sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan selain pengurus. Hukuman yang diberikan berdasarkan Delik korporasi berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana, pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 tahun.[footnoteRef:10] [8:  Jessy Adack, Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup, Jurnal Lex Administratum, Vol. 1, No. 3, (Juli-September, 2013), 89.]  [9:  Ashabul Kahfi, “Kejahatan Lingkungan Hidup”, Jurnal Al-Daulah, Vol. 3 No. 2, (Desember, 2014): 211, diakses 24 Mei 2022, https://doi.org/10.24252/ad.v3i2.1437]  [10:  Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119] 

2. Bentuk-Bentuk Hukuman 
Bentuk-bentuk hukuman terdapat dalam KUHP bab ke-2 yaitu Pasal 10.
Bentuk-bentuk hukuman diuraikan sebagai berikut:[footnoteRef:11] [11:  Lihat Pasal 10 KUHP] 

0. Pidana pokok :
1. Pidana penjara
1. Pidana kurungan
1. Pidana denda
1. Hukuman tutupan
0. Pidana tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu
1. Pidana perampasan barang tertentu
1. Pidana pengumuman putusan hakim


B. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut straafbaarfeit yaitu terdapat dua unsur pembentuk kata straafbaar dan feit. Perkataan feit diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. 
Istilah“strafbaar feit”dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “delict” yang berasal dari bahasa Latin “delictum” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “delik”, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (strafbaar feit) memuat beberapa unsur:[footnoteRef:12] [12:  Teguh Prasetyo, Hukum Pidana,(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 47-51.] 

a. Suatu perbuatan manusia 
b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 
c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan.
Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara  lain menurut VOS,[footnoteRef:13] delik adalah feit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undangundang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan Tindakan yang dapat dihukum. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.  [13:  Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), 14.] 

a) Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 
b) Pendapat Prof. Sudarto diikut Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat. 
Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, karena perbuatan tersebut mengakibatkan tercemar dan rusaknya lingkungan yang menimbulkan orang lain mati dan cidera. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini  selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
C. Pencemaran Lingkungan Hidup 
2. Pengertian pencemaran Lingkungan Hidup
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya mahkluk hidup, zat , energi, atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu sehingga kualitasnya turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berungsi sesuai dengan peruntukannya.[footnoteRef:14] [14:  Suyono, Pencemaran Kesehatan Lingkungan, 4. ] 

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan lingkungan hidup memberi defenisi tentang pencemaran yaitu Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.[footnoteRef:15] [15: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ] 

Menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan hidup No 02/MENKLH/1988, adalah masuk atau dimasukkanya mahluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air, udara, dan atau berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air atau udara kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukanya. 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 12 mengenai Pencemaran Lingkungan yaitu pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pencemaran yang berasal dari pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah, sisa pertanian, dan peristiwa alam seperti kebakaran hutan, letusan gunung api yang mengeluarkan debu, gas, dan awan panas.[footnoteRef:16] [16:  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pencemaran Lingkungan, Pasal 1 Ayat 12] 

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian. Suatu lingkungan hidup dikatakan tercemar apabila telah terjadi perubahan-perubahan dalam tatanan lingkungan itu, sehingga tidak sama lagi dengan bentuk asalnya, sebagai akibat dari masuknya atau dimasukanya suatu zat atau benda asing kedalam tatanan lingkungan itu. Perubahan yang terjadi sebagai akibat dari kemasukanya benda asing itu, memberi pengaruh (dampak) buruk terhadap organisme yang sudah ada dan hidup dengan baik dalam tatanan lingkungan tersebut. Sehingga pada tingkat lanjut, dalam arti bila lingkungan tersebut telah tercemar dalam tingkatan yang tinggi, dapat membunuh dan bahkan menghapus satu atau lebih jenis organisme yang tadinya hidup normal dalam tatanan lingkungan itu. 
Jadi pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan dalam suatu tatanan lingkungan asli menjadi suatu tatanan baru yang lebih buruk dari tatanan aslinya.[footnoteRef:17] [17: Agustino. “Sanksi Hukum Pabrik Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Dikalangan  Masyarakat Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang Lingkungan (Studi Kasus Pabrik Dikecamatan Besitang Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara)” (Skripsi,: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), 35-36] 

Menurut WHO, ditetapkan empat tahapan pencemaran:[footnoteRef:18]  [18:  Rachmat Hidayat S, “Analisis Yuridis terhadap Pencemaran Lingkungan Menurut UU RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup “,(Skripsi Tidak Diterbitkan,: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2014), 25 ] 

a. Pencemaran tingkat pertama Pencemaran yang tidak menimbulkan kerugian pada manusia, baik dari kadar zat pencemarannya maupun waktu kontaknya dengan lingkungan
b. Pencemaran tingkat dua Pencemaran yang mulai menimbulkan iritasi ringan pada panca indera danalat vegetative lainnya serta menimbukan gangguan pada komponen ekosistem lainnya. 
c. Pencemaran tingkat tiga Pencemaran yang sudah mengakibatkan reaksi pada faal tubuh dan menyebabkan sakit yang kronis. 
d. Pencemaran tingkat empat Pencemaran yang menimbulkan dan mengakibatkan kematian dalam lingkungan karena kadar zat pencemar terlalu tinggi 
Pencemaran erat kaitannya dengan kegiatan manusia, antara lain berupa: 
1) Kegiatan-kegiatan industri dalam bentuk limbah, zat-zat buangan berbahaya seperti logam-logam berat, zat radioaktif, aie buangan panas, juga dalam bentuk kepulasan asap. 
2) Kegiatan pertambangan, berupa terjadinya kerusakan instalasi, kebocoran, pencemaran buangan-buangan penambangan, pencemaran udara dan rusaknya lahan-lahan bahan pertambangan.
3) Kegiatan transporal, berupa kepulan asap, naiknya suhu udara kota, kebisingan dari kendaraan bermotor, tumpahan-tumpahan bahan bakar terutama minyak bumi dari kapal-kapal tanker dan lainnya.
Berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran lingkungan hidup banyak disebabkan oleh tingkah laku manusia itu sendiri dalam bentuk individual maupun terorganisasi dalam bentuk industrialisasi yang dimana perbuatan yang dilakukan itu sangat berdampak negatif  pada lingkungan hidup maupun masyarakat. 
D. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Hukum Pidana Islam 
Dalam hukum Islam, istilah hukum pidana disebut dengan fiqh jinayah. Jinayah berarti “perbuatan yang dilarang syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun lainnya”. Pengertian lain yang lebih operasional adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Saw.
Dalam perspektif hukum pidana islam pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dalam hukum pidana islam dikenal dengan istilah jarimah yang ditafsirkan menurut Abdul Qodir Audah sebagai suatu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan had/ta’zir. Suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah yakni pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.
1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu pedoman yang diancam dengan hukuman.
1. Unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum yang berbentuk nyata.
1. Unsur moril yakni pelaku adalah orang mukallaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukallaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.
Segala bentuk perusakan alam baik langsung maupun tidak langsung dalam hukum islam dilarang. Allah menciptakan bumi dan segala isinya serta segala macam yang berhubungan dengannya, berupa lingkungan yang alami bagi manusia dalam keadaan bersih dari segala kotoran bersih dan terhindar dari segala jenis pencemaran, seimbang dan tidak ada kepincangan di sana. Bahkan, Allah menciptakan alam dengan bumi dan langitnya dengan sebaik-baiknya bentuk.


Sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۖ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ
Artinya: “Dialah Aallah yang membuat segala sesuatu dengan ciptaan yang sebaik-baiknya.”.(Q.S. As Sajdah (30):7).[footnoteRef:19] [19:  Q.S As Sajdah (30):7] 


Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa di alam ini tidak ada sesuatu pun yang tercemar atau hilang keseimbangannya, sebagaimana penciptaan awalnya. Akan tetapi datangnya kerusakan, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup adalah hasil perbuatan tangan-tangan manusia semata, yang secara sengaja berusaha untuk mengubah fitrah Allah pada lingkungan, dan mengubah ciptaanNya pada kehidupan dan diri manusia. Sama halnya dengan ayat di atas, pada beberapa ayat yang lain dalam Al Quran Allah melarang perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan di muka bumi, yaitu: 
مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ
Artinya: “Barang siapa yang membunuh seorang manusia, dan membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhmya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. “(Q.S. Al-Maidah(5): 32)”.
Dan dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 205: 
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan allah tidak menyukai kebinasaan”. 
Dalam hukum pidana Islam juga dikenal istilah jinayah (hukum kepidanaan) atau disebut juga dengan jarimah (perbuatan tindak pidana). Jarimah terbagi atas:[footnoteRef:20] [20:  M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, (Jakarta: Amzah, 2016), 10.] 

1. Jarimah Qishash
Secara etimologi qishash berarti mengikuti, menelusuri jejak atau Langkah. Adapun arti qishash secara terminologi yang dikemukakan oleh Al-jurjani, yaitu mengenakan sebuah Tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti Tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap korban). Sementara dalam Al-Mu’jam Al-Wasit, qishash diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.
2. Jarimah Hudud
Adalah perbuatan pidana yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Sanksinya berupa sanksi had (ketetapan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah). Hukumannya berupa rajam, jilid dan reda, pototng tangan, penjara/kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan/deportasi, dan salib.
3. Jarimah Ta‟zir
Ta‟zir (Pengasingan) Adalah semua jenis perbuatan pidana yang tidak secara tegas diatur oleh Al-qur’an atau hadis. Aturan bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya. Dalam pengertian istilah hukum Islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenakan had. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan


